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ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan suatu lembaga negara yang
bergerak dalam lingkup politik hukum, dan Undang-Undang sebagai manifestasi dari
politik hukum tersebut.Pada hakikatnya, rakyat memiliki andil dalam memerintah.
Hal in1 merupakan Kkarakteristik yang esensial dalam pemerintahan yang
berlandaskan demokrasi. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah 1.
Faktor-faktor Apa saja yang Menjadi Penghambat Dalam Melaksanakan Tugas
Pengawasan Terhadap PERDA?, 2. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Anggota DPRD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

PERDA?

Metodologi dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
empiris yang bersifat deskriftip, adapun sumber data di peroleh dari data primer dan
data sekunder juga disamping itu penulis akan melakukan penelitian (lapangan) untuk

mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat

Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap PERDA diantaranya adalah:
kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup

fungsi pengawasan, ketidaksamaan persepsi anggota DPRD, sumber daya yang
terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Anggota DPRD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan
PERDA adalah, dengan cara mengadakan rapat kerja serta kunjungan kerja dan

dijalankan menurut lending sektor SKPD terkait perda itu sendiri.
Simpulan, Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Tugas Pengawasan

Terhadap PERDA kurangnya pemahamana akan fungsinya karena Sumber Daya
Manusia dann DPRD sendiri, sehingga implementasinya kurang berjalan sesuai yang
diharapkan.

Rekomendasi, agar dapat meingkatkan kwalitas sumber daya manusia
schingga dapat melakukan perbaikan kerjasama sehingga ada kesamaan persepsi

untuk melaksanakan tugas.
Kata Kunci : Pengawasan, Anggota Dewa, Pengawasan, PERDA.
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